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KATA PENGANTAR

Terselenggaranya Good Govemance merupakan prasyarat bagi setiap
Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta
cita-cita berbangsa dan bermegara. Dalam rangka itu diperiukan pengembangan
dan penerapan sistem pemerintahan dan pembangunan yang dapat berfangsung
secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas
dari korupsi , kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan itu dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29
tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinera Instansi Pemerintah (SAKIF)
mewajibkan instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah untuk
mempertanggung jawabkan petaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta
kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan
berdasarkan Perencanaan Strategis yang dirumuskan sebelumnya.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar sebagai
Instansi Pemerintah juga berkewajiban mempertanggung jawabkan pelaksanaan
tugas sesuai wewenang yang diberikan berdasarkan Rencana Stratejik yang
ditetapkan sebelumnya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinena Instansi
Pemerintah (LKJIP).

Laporan Kinerja yang disusun oleh Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Tanah Datar ini adalah merupakan representasi kinerja
Instansi dalam pelaksanaan Tupoksi Tahun 2025 yang dapat dijadikan acuan
untuk evaluasi kinerja sebagai pertimbangan Strategis dalam melanjutkan rencana
kinerja Tahun 20286.

Demikian Laporan Kinerja ini kami sampaikan sebagai bahan bagi pihak-
pihak dalam menilai kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten
Tanah Datar dan kami menerima masukan untuk penyempurnaan lebih lanjut
untuk meningkatkan kinerja OPD kami dimasa datang,

KEPALA BADAN PENGELQLAAN
PENDAFATAN DAERAH

.
JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP.19671130 199202 1 002
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BAB |
PENDAHULUAN

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Sebagaimana Peraturan Pemerintah Momor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Momor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Momor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah
Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah
sasuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan
Berdasarkan ketentuan diatas Pemernintah Kabupaten Tanah Datar
telah membentuk Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah
Datar dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 53 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tala Kerja Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah.
Dalam melaksanakan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai fugas |
“Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya urusan
pengelolaan pendapatan yang berdasarkan asas otonomi daerah dan fugas
pembantuan”.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar, mempunyai fungsi |
1, Perumusan bahan penetapan kebijakan teknis bidang pengeleclaan
Pendapatan Daerah,
2. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Pendapatan
Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis bidang pengelolaan Pendapatan Daerah;
4 Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 53 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
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Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, bahwa Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah terdir dari 1 (Satu) Sekretariat, 3 (Tiga) Bidang dan
Kelompok Jabatan Fungsional sebagai berikut:
1. Sekretariat terdin dari:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Pendataan dan Pelayanan terdiri dari:
a. Sub Bidang Pendataan, Penilaian, dan Pelayanan PBB-P2 dan
BPHTB
b. Sub Bidang Pendataan, Pelayanan Pajak Daerah lainnya
3. Bidang Penetapan dan Pengolahan Data, terdiri atas:
a. Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi
b. Sub Bidang Pengolahan Data, Analisa dan PengembanganSub
Bidang Pendataan, Pelayanan Pajak Daerah lainnya
4. Bidang Penagihan dan Pengawasan terdiri dari:
a. Sub Bidang Penagihan, Pengawasan, dan Penindakan
b. Sub Bidang Penyuluhan, Keberatan dan Pemeriksaan

5. Jabatan Fungsional

Bagan struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten
Tanah Datar dapat dilihat dalam gambar berikut:
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STRUKTUR ORGANISASI Lampiran 1 : Perbub Kab, Tanah Datar

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN Nomor : 53 Tahun 2022
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B. Peran Strategis dalam Pembangunan Daerah

Dalam pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung
pembangunan daerah karena menjadi ujung tombak dalam pengelolaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD yang optimal akan memperkuat
kemandirian fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah
pusat. Peranan tersebut tidak akan beralan optimal apabila tidak didukung
oleh SDM yang kompeten, sistem yang modern, koordinasi yang kuat, serta

komitmen pimpinan dan partisipasi masyarakat.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan
pendapatan, maka penyusunan rencana strategis perlu  memperhatikan
adanya isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara
lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang




dapat berpengaruh secara langsung terhadap kinerja Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah, antara lain

1. Meningkstnya tren piutang Pajak Daerah setiap tahun yang
mengindikasikan belum optimalnya pengeiolaan dan penagihan piutang
pajak daerah;

2. Ketidaksesuaian antara Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan nilai pasar
tanah;

3. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah yang
berdampak pada tidak optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah
(PADY;

4. Masih terdapat potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tergali
secara optimal, baik dan sektor pajak, retribusi, maupun pengelolaan aset
daerah,

5. Keterbatasan SDM dan infrastruktur Tl dalam pengelolaan pendapatan
daerah;

6. Perubahan perilaku wajib pajak dan masyarakat yang berdampak pada
pola pemungutan dan potensi pendapatan daerah.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah, Pemerintah Daerah
Kabupaten Tanah Datar berusaha untuk melakukan inovasi dan terobosan
serta kebijakan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan
mengoptimalkan penerimaan daerah

. Sistematika Laporan
Penulisan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Tahun 2025 berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Rl Nomor 53 Tahun 2014 dengan sistematika
sebagal bernkut ©
BAB | PENDAHULUAN
A Tugas, Fungsi dan Struktur Orgainsasi
Berisi penjelasan atas tugas, fungsi dan strukiur organisasi
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
B. Peran Strategis dalam Pembangunan Daerah




Berisi penjelasan atas peran strategis yang dilaksanakan yang
selaras dengan sasaran strategis daerah yang terkait dengan
tugas dan fungsi organisasi.
C. Sistematika Laporan
BAE |l PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis (Renstra)
Berisi penjelasan tentang visi dan misi organisasi sesuai dengan
Rencana Strategis yang dilengkapi dengan matrks tujuan,
sasaran strategis, indikator kinerja dan target jangka menengah
yang dibagi pertahun selama periode Renstra.
B. Prioritas Daerah
Berisi penjelasan atas tugas-tugas organisasi yang mendukung
prioritas daerah.
C. Perjanjian Kinerja
Berisi Perjanjian Kinerja fahun berkenaan yang dilaporkan
beserta penjelasan apabila dalam tahun berjalan dilaksanakan
perubahan.
D. Rencana Kerja dan Anggaran
Berisi rencana kerja dan anggaran tahun berkenaan dilaporkan
BAE Il AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Kinerna
Berisi pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam
Perjanjian Kinarja.
B. Analisa Capaian Kinerja
Berisi analisis capaian kinerja organisasi untuk setiap indikator
kinerja pada masing-masing permyataan kinera sasaran
strategis.
. Akuntabilitas dan Realisasi Anggaran
Berisi uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah
digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesual dengan

dokumen peranijian kinerja.
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BABE IV PENUTUP
A Kesimpulan
B. Saran
Berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi seria
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi

untuk meningkatkan kinerfjanya.




BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

A Rencana Strategis (Renstra)

Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2028 merupakan kondisi
yang akan diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2025-2029, yang
merupakan gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan, maka visi tersebut dapat
disebut sebagai Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang menggambarkan
tujuan utama penyelengaaraan pemerintah antara pemerintah daerah dengan
DPRD, dunia usanha, dan masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilin, maka Visi Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2025-2028, adalah .
“Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Maju dan Berkelanjutan
berdasarkan Adal Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.”

Visi Pembangunan Kabupaten Tanah Datar ini diharapkan akan mewujudkan
keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Tanah Datar dengan tetap mengacu
pada pencapaian fujuan nasional seperii diamanatkan dalam Pembukaan UUD
1845

Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan Misi Bupati Tanah Datar yang
pada dasamya merupakan upaya umum yang akan diselenggarakan dan menjadi
gambaran otentik Kabupaten Tanah Datar dalam 5 {lima) tahun mendatang pada
kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupahi terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2025-
2020, Misi pada dasarmya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan
dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan
daerah dan berdasarkan pengertian Misi tersebut, maka Misi pembangunan jangka
menengah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya;

2. Mewujudkan transformasi sosial melalui peningkatan sumber daya manusia
yang berkualitas dan berdaya saing,

3. Mewujudkan transformasi ekonomi yang berbasis pertanian, parwisata, Usaha
Mikro dan peningkatan investasi;

4. Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang akuntabel,
efektif dan efisien;

5  Mewujudkan dukungan infrastruktur yang berkualitas dan ramah linglkungan;
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6. Memantapkan keamanan daerah, demokrasi dan stabiltas ekonomi makro
daerah;
7. Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan,

Badan Pendapatan Daerah kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung
tercapainya Misi ke4 yaitu : "Mewujudkan transformasi tata kelola menuju
pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien” serta Misi ke-6 yaitu :
‘Memantapkan keamanan daerah, demokrasi dan stabiltas ekonomi makro daerah”
yang selaras dengan tujuan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yaitu
Meningkatnya kapasitas ril keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan asli
daerah (PAD) yang berkelanjutan, profesional, dan akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan misi yang telah disusun, dan dalam rangka
optimalisasi pencapaian target-target kinerja, maka Badan Pengelolaan
Pendapatan Kabupaten Tanah Datar telah melakukan penyusunan sasaran
strategis jangka menengah berdasarkan atas sasaran strategis dan Indikator
Kineja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang terfuang di dalam
RPJMD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025-2029, sebagai benkut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Pengelolaan F'andapatan Kabupaten Tanah Datar
Mo. Tujuan Sasaran Strategis
1, |Meningkatnya kapasitas il K Terwujudnya peningkatan penerimaan
keuangan daerah  melalui F'Endapalan Asli Daerah

s

e

optimalisasi pendapatan asli Menmgltamya kemandirian kKeuangan

daerah (PAD) yang | daerah

berkelanjutan, profesional, dan | Meningkatnya  kualitas  pelayanan

akuntabel publik -
Meningkatnya hrnerja nrgams.asl yang
bersih dan akuntabel
Terwujudnya inovasi berkelanjutan |

Perencanaan merupakan titik awal dalam suatu sistem manajemen kinerja,
karena perencanaan merupakan proses yang sangat penting mengingat besamya
pengaruh perencanaan itu sendini terhadap proses-proses selanjutnya.

Hal i berkaitan dengan tuntutan Masyarakat kepada
Pemerintah/Pemerntah  Daerah untuk dapat menerapkan tata kelola
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kepemerintahan yang baik dan mempertanggungjawabkan kinerjanya, dan untuk
itu perencanaan strategis perangkat daerah sebagai dokumen perencanaan
pembangunan dan dokumen perencanaan kinerja berfungsi sebagai pedoman dan
penentu arah dalam melaksanakan program dan kegiatan perangkat daerah
sesual dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam rangka
mewujudkan dan mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Renstra perangkat daerah juga dapat menjelaskan atau menjawab untuk
apa suatu perangkat daerah dibentuk. Sebagai dokumen perencanaan
pembangunan dan dokumen perencanaan kinerja, Renstra perangkat daerah juga
berfungsi sebagai alat pengawasan bagi pimpinan terhadap pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi suatu perangkat daerah dan juga sebagai alat evaluasi terhadap
keberhasilan atau kegagalan suatu perangkat daerah melaksanakan tugas pokok
dan fungsi yang diamanatkan kepadanya.

Tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah yang jelas dan terukur akan membantu dalam pengelolaan
pendapatan daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan
rencana yang terstruktur dan pemantauan Kinerja yang sistematis, Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah dapat lebih efektf dalam mencapai tujuan
pengelolaan pendapatan daerah yang mendukung pembangunan daerah.

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator
Badan Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Tanah Datar

Hio Tujuarn Sasaran Indikator Targst kinerja tujsan/sasaran pada Tahun ke-

TujuaniSasaran | 2025 | 2026 | 2047 | Z028 | 202% | 2000
1 | Meningkstnys Terwgudrya | Pemantase BT | O7TH | O7% | O/ | oA% | 8% |
bapasias nil | peningkalzn penenmaan  PAD
knuangan pendapatan  8sll | (erhadap targel | I
dearak  meladl | daerah | . | .
optimalaasi Meningiatnys Ragio PAD | 13,78 | 13,78 | 14,05 | 1437 | 14,73 | 15,08
pendapaien  asll | kemandifcan | terhadap
dwarah  [PAD) | keusngan daerah | Pandapatan
yarsg Dasrah
| berslarytan, Meningkanya Mitai indeks | 9550 | 0555 | G560 | 9565 | 9570 | G575
prodesional.  dan | kumblas pelayanan | Kepuasan
ahuiniabss| | publi Masyarakal |
Meningkatnya Prodikat | 74.50 | 74.55 | 7460 | 7465 | 7470 | T4 T8

Ilcrnu:l]a mgansas | Akurtabiilas
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Mo Tujuan SaBaran indikator Target kinarja tujuanisasaran pada Tahun H.l-_l
Tujusn/Sssaren (3028 | 2028 | 2037 | 2028 | 2029 | 2080
Tensuuony s | |k yang | 1 1 1 1 i i
novasi | dikmmbargkan dan
perkelaniuian Eberapan |

Dalam upaya mencapal tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
jangka waktu lima tahun, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten
Tanah Datar menetapkan program untuk menggambarkan target yang akan
dicapai dalam waktu satu tahun, seperti terlihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3
Program Badan Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Tanah Datar
berdasarkan Sasaran Strategis

No. Sasaran Strategis Program
Terwujudnya peningkatan | Program  Pengelolaan  Pendapatan
FAD Daerah
Meningkatnya | Program Pengelolaan  Pendapatan
Kemandirian Keuangan Daerah
Daerah
Meningkatnya Kualitas Program Penunjang Urusan
Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya Kinerja Program Penunjang Urusan
Organisasi yang Bersih Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
dan Akuntabel
Terwujudnya inovasi Program  Pengelolaan Pendapatan
berkelanjutan Daerah

B. Prioritas Daerah
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki sejumlah tugas dan

tanggung jawab yang mendukung priortas pembangunan daerah. Tugas-tugas ini
sangat penting untuk memastikan bahwa pendapatan daerah dikelola dengan baik
dan dapat memenuhi kebutuhan pembangunan daerah. Dalam mendukung
pencapian tujuan dan sasaran Kabupaten Tanah Datar, Badan Pengelolaan




Pendapatan Daerah melaksanakan 1 Program Prioritas yaitu  Program

Pengelolaan Pendapatan Daerah dan 3 sub kegiatan diantaranya:

1. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dengan
anggaran sebesar Rp.286.668.300,00;

2. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBFZ) senta
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTE) dengan anggaran
sebesar Rp.142.883.000,00;

3. Penagihan Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp.382 329.804,00.

Berikut adalah beberapa tugas utama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

yang mendukung prioritas daerah :

1. Pengelolaan Sumber Pendapatan Daerah
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah bertugas untuk memungut dan
mengelola pajak daerah. Pemungutan pajak yang efisien dan akurat akan
menghasilkan pendapatan yang cukup uniuk membiayai program-program
priontas daerah.

2. Peningkatan Kepatuhan Pajak
Melalui pemantauan dan pengawasan yang ketat, Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah memastikan bahwa wajib pajak mematuhi kewajibannya
dan tidak ada penghindaran pajak. Penegakan hukum terhadap pelanggar
pajak juga menjadi salah satu tugas untuk menjaga keadilan dan kepatuhan,

3. Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah bertanggung jawab untuk menyusun
laporan pendapatan daerah secara akurat Laporan ini menjadi dasar bagi
pemerintah daerah dalam mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan dan
untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas. Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah harus melaksanakan pengawasan secara rutin terhadap proses
pemungutan pajak dan retribusi daerah. Evaluasi terhadap sistem yang ada
juga perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan
pendapatan.

C. Perjanjian Kinerja
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah  Kabupaten Tanah Datar untuk periode 2025-2028 secara
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berkelanjutan dijabarkan dalam Peranjian Kinerja tahun 2025 yang disusun
berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kepala
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025
| NO  SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA TARGET AWAL L b |
PERUBAHAN
"1 | Terwuudnya | Realisasi Penerimaan  185.345,177.383 ] 185 87 347 BOS
| peningkatan FAD PAD |
"2 | Meningkatnya | Rasio PAD terhadap | 13.73% | 14.32% |
| Kemandirian Keuangan | Pendapatan Daerah
Daerah
3 Menngkaiya Kuitas | indeks  Kepuasan | 8550 45,50
[ Pealayanan Publik Masyarakat {|EM) |
4 | Maningkalmya Kinerja FPredikat  Akuntabilktas 74,50 [ 74,50
Organisasi yang Bersih | Kinena
dan Akuntabel I
5 | Terwuudnya  novasi | Inovasi  yang | 1 -
berkelanjutan | dikembangkan  dan |

diterapkan

D. Rencana Kerja dan Anggaran
Dalam mendukung peranjian kinerja berikut ini  program/kegiatan
berdasarkan urusan kewenangan Badan Pengelolaan Pendapatan Dearah
Kabupaten Tanah Datar untuk :
|. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a) Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sub kegiatan ini berupa pembayaran gaji dan tunjangan 23 ASN,
tambahan penghasilan berdasarkan beban kera, tambahan
penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN dan
belanja gaji dan tunjangan KDHAWKDH dengan anggaran sebesar
Rp.5.904.718.664.-;
b) Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir
tahun SKPD
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Sub kegiatan ini berupa penyusunan laporan keuangan SKPD, dengan
anggaran sebesar Rp.13.564.000 -;

2. Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah

a) Penyediaan komponen instalasi lisink/penerangan bangunan kantor.
Sub kegiatan ini berupa pembelian kemponen instalasi/ alat-alat listrik,
dengan anggaran sebesar Rp.2.000.000,-,

b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sub kegiatan ini berupa pembelian alat tulis kantor kebutuhan rufin
kantor dan pembelian tinta printer, dengan anggaran sebesar
Rp.40.000.000-;

c) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sub kegiatan ini berupa biaya cetak dan penggandaan, sebesar
Rp.30.000.000,-;

d) Penyedian Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan
Sub kegiatan ini berupa pembayaran biaya langganan surat
kabar/koran, dengan anggaran sebesar Rp.2.000.000,-;

e) Fasilitasi Kunjungan Tamu
Sub kegiatan ini berupa pembayaran biaya makan minum tamu,
dengan anggaran sebesar Rp.5.015.000,-;

fi Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Sub kegiatan ini berupa biaya peralanan dinas koordinasi dan
konsultasi dalam dan |uar daerah, dengan anggaran sebesar
Rp.B9.670.470,-;

3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sub kegiatan ini berupa pengadaan 1 unit laptop, dengan anggaran
sebesar Rp 15.200.000,-;

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

{anorgn Kiperie Desfanyy Pomerimiafy o KN Sepsenda Dot 2003
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Sub kegiatan ini berupa pembayaran pembelian materai 10.000 dan
biaya penginman dokumen, dengan anggara sebesar Rp.1.000.000,0;
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sub kegiatan ini berupa pembayaran rekening internet, air dan listrik
kantor salama 12 bulan, dengan anggaran sebesar Rp.42.000.000,-
c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sub kegiatan ini berupa pembelian peralatan kebersihan dan belanja 1
orang jasa lainnya tenaga keamanan, dengan anggaran sebesar
Rp.40.248.600,-;

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pamerintah Daerah

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sub kegiatan ini berupa pembelian Bahan Bakar Minyak dan Pelumas,
pembelian suku cadang kendaraan dinas, pembayaran pajak
kendaraan dinas roda 4 dan roda 2, belanja pemeliharaan kendaraan
dinas dan belanja 1 orang jasa lainnya tenaga sopir, dengan anggaran
sebesar Rp.129.746.600 -,

b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sub kegiatan ini berupa pemeliharaan AC, biaya perbaikan PC/Laptop,
dan perbaikan printer, dengan anggaran sebesar Rp.14.000.000, -

¢) Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
Sub kegiatan ini berupa pemeliharaan gedung kantor Bappenda,
dengan anggaran sebesar Rp.20.000.000 -

Il. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
a) Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah
Sub kegiatan ini berupa penyusunan Peraturan Bupati tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, pencetakan SPFT PBB, dan belanja 1
orang belanja jasa lainnya tenaga administrasi, dengan anggaran
sebesar Rp 286 668 300 -




b) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

<)

(PBBP2) serta Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB)

Sub kegiatan ini berupa kegiatan pendataan serta penilaian PEB-P2
dan penilaian BPHTB dan belanja 3 orang belanja jasa lainnya tenaga
adminitrasi dengan anggaran sebesar Rp.142.893.000 -

Penagihan pajak daerah

Sub kegiatan ini berupa penagihan pajak daerah baik terhadap wajib
pajak dalam daerah maupun wajib pajak luar daerah, serta belanja 1
orang belanja jasa lainnya tenaga administrasi, dengan anggaran
sebesar Rp.382.329.804 -.
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AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten
Tanah Datar Tahun 2025 adalah perwujudan kewajiban Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk menilai pelaksanaan
program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar,
yang bertujuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah
yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) 2025-2028.

Pengukuran kinerfja dilakukan melalui pencapaian indikator kinerja
sebagaimana yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2025, Pengukuran kinerja ini
mencakup 5 (lima) sasaran strategis dengan 5 (lima) Indikator Kinerja LUtama
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Pengukuran Kinera merupakan
pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinera pada sasaran
stratagis berdasarkan Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja
dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja pada sasaran strategis.

A PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian 5 (lima) indikator kinerja utama untuk
mewujudkan 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen
Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah
Datar Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar

No | Sasaran Kinefa Indikator ~ Target Realisasi Tingkat
Kinerja Capaian
I 7 1 3 i r T
1. | Terwujudnya Reakeasi Rp 185 BA7 347 805 | Ap 182074491249 | G7 95%
Peningkatan PAD | penerimaan
PAD
2. | Meningkatnya Rasio PAD |  1432% 13,87% 06, BE%
Kemandirian terhadap




Keuangan Daerah | Pendapatan

Daerah
Meningkatnya Indeks 85 50 BAES 92, 72%
Kulitas Pelayanan | Kepuasan
Publik | Masyarakat

(KM
‘Meningkatnya Predisat 74,50 76,20 | 102.28%
Kinerja Organisasi | Akuntabilitas
yang Bersih dan Hinerga
Akuntabel
Terwujudnya Inovas: yang 1 2 200%
inovasi dikembangkan
berkelanjutan dtan

diterapkan

Tabel 3.2

Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023-2025

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar
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dalam pencapaian target

Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk
menilai capalan sasaran strategis serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

indikator

kinerja yang ditetapkan.

FPanlaian

keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan berdasarkan kategor
penilaian sebagaimana tercantum pada tabel benkut:




Tabel 3.3
Kategori Pengukuran Kinerja

INTERVAL NILAI KRITERIA PENILAIAN
Diatas 100 Sangat memuaskan
85— 100 Sangat baik
70-85 Baik
5_5 - 70 Sedang 1
r 0-55 - Kurang baik

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja
yang telah ditetapkan dimana Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten
Tanah Datar menetapkan 5 (ima) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator
dengan masing-masing target yang dicapai setiap tahunnya, Untuk mencapai
sasaran dan indikator kinerja tersebut dilaksanakan dalam bentuk program dan
kegiatan yang didukung oleh dana yang bersumber dan APBD Kabupaten Tanah
Datar.

Capaian masing-masing sasaran strategis dan indikator kinena sebagai
berikut :

| INDIKATOR : REALISASI PENERIMAAN PAD

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam

pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip
otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan pendapatan asli
daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam
pelaksanaan otonomi daerah dalam arti semakin besar suatu daerah mempearoleh
dan menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka akan semakin besar pula
tersedia jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai
penyelenggarakan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu
indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar




penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah maka semakin rendah
tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat.
Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber-sumber
penerimaan daerah yang berasal dar dalam daerah itu sendin. Berdasarkan
Undang-Undang MNomor 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 18 dijelaskan bahwa,
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dan sumber-
sumber dalam wilayahnya sendin yang dipungut berdasarkan peraturan daerah
sesual dengan peraturan perundangundangan yang berfaku. "Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam
mencapal tujuan pembangunan daerah. Hal ini karena PAD menentukan
kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan,
yaitu melaksanakan pelayanan publik Laporan Kinerja 2025 (public service
function), dan melaksanakan pembangunan (development function). Dalam
mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan kewenangan
antara lain untuk menetapkan pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, diskresi untuk menetapkan tarif yang sesuai
dengan kemampuannya dan sumber lain yang sah. Namun, dalam
pelaksanaannya, pemerintah daerah harus memperhatikan pringip demokrasi,
pemerataan dan keadilan, melibatkan peran serta masyarakat, dan akuntabilitas
dengan memperhatikan potensi daerah Indikator kinena yang ditetapkan untuk
mengukur keberhasilan sasaran terwujudnya peningkatan PAD didukung dengan
indikator persentase penenmaan PAD.

Target dan realisasi PAD tahun 2023 s.d 2025 dapat dilihat pada tabel dan
grafik berikut :

Tabel 3.4

Target dan Realisasi Sasaran Terwujudnya Peningkatan PAD
Tahun 2023 s.d 2025
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Grafik 3.5
Target dan Realisasi PAD tahun 2023 s.d 2025

Realisasi penerimaan PAD

Realisasi dan capaian indikator kinerja tersebut tercantum pada tabel

berikut:
Tabel 3.6
Target dan Realisasi Indikator Penerimaan PAD

Indikator Realisasi 2025 Target | Kriteria

Kinerja 2024 Target Realisasi Tingkat | Akhir

(%) (Rp) (Rp) Capaian | Rensia

(%) 2026

(%)
| Panerimaan 88,89 185.687 347 805 182.074. 481,249 a7.05 S8 00 Sangat

PAD Baik

Sasaran strategis terwujudnya peningkatan PAD yang didukung dengan
indikator realisasi penerimaan PAD, apabila realisasinya dibandingkan dengan
target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.185.887.347.805,00 dengan
realisasi tercapai sebesar Rp.182.074.491.248,00 ini berari pencapaian target
dibandingkan realisasi yaitu sebesar 97 95%.




Adapun rincian target dan realisasi PAD Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat dari
tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Target dan Realisasi PAD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025
I TARGET REALISASI
NO URAIAN Y%
(Rp.) (Rp.)

1. Pajak Daerah 23.057.468 625.00 48.532 827 455 68 21,47
2. | Refribusi Daerah | 100.681.137.660,00 | 101.219.791.750,00 | 100,54
a3, Hasil 26.875.324 215,00 26.876.336.068,00 | 100,00

Pengelolaan
Kekayaan yang
Dipisahkan
4. Lain-lain PAD 5252 22832017 5.306.691.647 56 102,75
yang Sah
Jumlah 185.887.347 805,17 182.074.491.249 24 87,95

Dari tabel di atas terihat bahwa penenmaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
pada tahun 2025 dapat terealisasi sebesar 97,95%. Sumber pendapatan yang
paling tinggi realisasinya adalah dar Lain-lain PAD yang Sah dengan realisasi
102, 75%. Sumber realisasi pendapatan yang paling besar konstribusinya terhadap
PAD adalah Retribusi Daerah yaitu sebesar Rp.101.218.791.750,00 yang terdiri
dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
Program dan Kegiatan pendukung indikator ini adalah sebagai berikut :

Tabal 3.8
Program dan Kegiatan Pendukung Indikator
No. PROGRAM/KEGIATAN/ ANGGARAN | REALISASI |
SUB KEGIATAN Rp. Rp.
Program Pengelolaan |  B11.891.104,00 | 667.331.656,00 |
Pendapatan Daerah
Kegiatan Pengelolaan |  811.891.104,00 | 667.331.656,00
Pendapatan Daerah
1.|Sub  Kegiatan  Pengolahan, 286.668.300,00 | 273.152.950,00

Pemeliharaan, dan Pelaporan

| Basis Data Pajak Daerah |




No. PROGRAM/KEGIATAN!
SUB KEGIATAN

2. | Sub Kegiatan Penilaian Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (PBBP2) serta
Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB)

3. | Sub Kegiatan Penagihan Pajak
Daerah

ANGGARAN REALISASI
Rp. Rp.
142.893.000,00 | 140.853.600,00 |

38232080400 |

a) Faktor Pendorong

253.325.106,00

Usaha yang telah dilakukan Pemerintah Daerah/ Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada
Tahun 2025 antara lain adalah
1. Penggalian dan pendataan potensi PAD
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3. Melakukan sosialisasi pajak daerah kepada masyarakat melalul surat edaran,
spanduk dan mobil himbauan pembayaran pajak |

7 | BAPPENDA

SOSIALISASI
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4. Melaksanakan pelayanan penerimaan pajak daerah secara optimal
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5. Pengembangan digitalisasi sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah,
inovasi daerah yang diberi slogan BAJARI (Bayar Pajak Diujung Jan)

b) Hambatan
Hambatan dalam mencapai sasaran strategis terwujudnya peningkatan

pendapatan asli daerah antara lain -

1.

Kurangnya Pemahaman dan Kepatuhan Masyarakat

Minimnya kesadaran pajak Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya
memahami pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah. Kurangnya
edukasi mengenal kewajiban ini mengakibatkan rendahnya flingkat
kepatuhan terhadap pembayaran pajak. Sikap enggan membayar pajak
dengan adanya persepsi bahwa pajak yang dibayar tidak berdampak
langsung pada kesejahteraan atau pembangunan daerah juga menjadi
penghalang dalam peningkatan FAD.

Bencana Alam

Terjadinya bencana alam pada tanggal 27 November 2025 berdampak
sangat besar pada beberapa objek pajak PBB, objek pajak Restoran,
objek pajak reklame terbawa arus bencana serta menyebabkan banyaknya
lahan dan bangunan yang rusak dan tidak berfungsi lagi.
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c) Faktor Antisipatif

Kabupaten Tanah Datar mempunyai potensi sumber pendapatan yang cukup

banyak, namun belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini tentu saja

berimbas kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah. Meskipun demikian
pemerintah daerah akan terus berusaha untuk melakukan berbagai kebijakan
untuk meningkatkan pendapatan melalui upaya sebagai berkut |

1. Mendorong kesadaran pajak dan retribusi melalui pendekatan edukasi dan
sosialisasi,

2. Meningkatkan komitmen seluruh Stakeholder agar dapat terlaksananya
Strategi peningkatan PAD;

3. Pemutakhiran data objek pajak.

4. Objek pajak yang terkena bencana banjr bandang akan dibenkan
keringanan pajak berupa pengurangan besaran pajaknya atau
penghapusan/ penundaan pembayaran. Untuk selanjutnya akan ditakukan
pendataan ulang bagi wajib pajak dan objek pajak yang terkena bencana
galodo.

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian target persentase
peningkatan PAD adalah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan
jumiah  anggaran sebesar Rp811.891.104,00 dengan realisasi
Rp.667.331.656,00 atau 82,19%.

r————‘_-— ______ _---F_——I

| INDIKATOR : RASIO PAD TERHADAP FENDAFATAN DAERAH I

l..-..-..- —————————— — e e s S S -

Sasaran meningkatnya kemandirian keuangan daerah digunakan untuk
melihat ruang fiskal bagi Kabupaten Tanah Datar dalam menghitung
kemungkinan-kemungkinan untuk melaksanakan program dan kegiatan daerah
dalam rangka mendukung kemajuan daerah. Sasaran ini dapat dilihat dar Rasio
Pendapatan Asii Daerah terhadap Pendapatan Daerah. Pada Tahun 2024
Sasaran ini belum menjadi Indikator Kinerja Utama bagi Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah. Barulah pada Tahun 2025, sasaran ini menjadi indikator
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kineria utama yang juga menjadi bagian darn Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Kabupaten Tanah Datar.

Target dan realisasi Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah tahun 2023
s.d 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Dari tabel diatas dapat dilihat Pada Tahun 2025 ini tingkat capaian target
indikator PAD terhadap pendapatan daerah hanya 09B8.86% dan
dibandingkan pada Tahun 2024 yang capaiannya mencapai 103.07%, terjadi

Rasio

sedikit penurunan, namun jika dilihat dan angka Penerimaan Asli Daerah dan
Target Penerimaan Asli Daerah, terjadi peningkatan Penerimaan Asli Daerah dan
163.268.531.407 menjadi 182.074.481.249. walaupun tingkat capaian pada tahun
2025 tidak mencapai 100% namun masih dalam kriteria Sangat Baik. Untuk tahun
selanjutnya akan diupayakan untuk mengejar tingkat capaian 100%.

Sasaran Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah ini sejalan dengan
cita-cita Pemerintah Pusat yang ingin mendorong Pemenntah Daerah agar dapat

Tabel 3.9
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kemandirian Keuangan
Daerah tahun 2023 s.d 2025
| e ———
Im = Tiriirt R risil CT;]" Targert Pl .“E" e _P;Hr-h ':":;I"
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Realisasi dan capaian indikator kinerja tersebul tercantum pada tabel
berikut:
Tabel 3.10
Target dan Realisasi Indikator Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah
Indikator Kinerja | Realisasi 2025 | Target | Kriteria
2024 Target Realisasi Tingkat Axhir
1.%} Eapaiﬂn Renatra |
(%) 2026
(%)
| =
Rasio PAD Terhadap 12.32 14.32 13.87 06 86 16,00 Sangat
Pendapatan Daarah Baik




lebih mandiri dalam mengelola keuangan dan tidak terlalu tergantung kepada
Anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat.

a) Faktor Pendorong
Usaha yang telah dilakukan Pemenntah Daerah/ Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada

Tahun 2025 antara lain adalah:

1. Penggalian dan pendataan potensi PAD,

2. Mengintensifkan kegiatan pemungutan PAD;

3. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan dalam pemungutan PAD,

4, Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka
peningkatan pertumbuhan PAD:;

5. Mendorong Perangkat Daerah untuk meningkatkan penerimaan Retribusi
daerah;

6. Memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam pengurusan
perpajakan melalui pelayanan yang dilaksanakan baik di kantor maupun di
Mal Pelayanan Publik;

b) Hambatan

Hambatan dalam mencapai sasaran strategis terwujudnya peningkatan

pendapatan asli daerah antara lain :

1. Kurangnya Pemahaman dan Kepatuhan Masyarakat
Minimnya kesadaran pajak Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya
memahami pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah. Kurangnya
edukasi mengenai kewajiban ini mengakibatkan rendahnya tingkat
kepatuhan terhadap pembayaran pajak. Sikap enggan membayar pajak
dengan adanya persepsi bahwa pajak yang dibayar tidak berdampak
langsung pada kesejahteraan atau pembangunan daerah juga menjadi
penghalang dalam peningkatan PAD.

2. Kurangnya Sarana dan Prasarana serta Aparatur Sipil Negara yang akan
mendukung pelaksanaan kegiatan
Sarana dan prasarana yang tersedia saat ini, masih belum optimal dalam
mendukung pelaksanaan kegiatan Penerimaan Asli Daerah, ditambah lagi
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dengan jumiah personil serta belum adanya personil yang memiliki
kemampuan iimu dalam menghitung dan memeriksa pajak
3. Bencana Alam
Ternadinya bencana alam pada tanggal 27 Movember 2025 berdampak
sangat besar pada beberapa objek pajak PEE, objek pajak Restoran, objek
pajak reklame terbawa arus bencana seria menyebabkan banyaknya lahan
dan bangunan yang rusak dan tidak berfungsi lagi.
c) Faktor Antisipatif
Pemernntah daerah akan terus berusaha untuk melakukan berbagai kebijakan

untuk meningkatkan pendapatan melalui upaya sebagai berikut:

1. Mendorong kesadaran pajak dan retribusi melalui pendekatan edukasi dan
sosialisasi;

2. Meningkatkan komitmen seluruh Stakeholder agar dapat terlaksananya
Strategi peningkatan PAD,

Pemutakhiran data objek pajak.

4, Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana serta cara kerja pada
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;

5. Objek pajak yang terkena bencana banjir bandang akan diberikan
keringanan pajak berupa pengurangan besaran pajaknya atau
penghapusan/ penundaan pembayaran. Untuk selanjutnya akan dilakukan
pendataan ulang bagi wajib pajak dan objek pajak yang terkena bencana

galodo.
Program/kegiatan yang mendukung pencapaian target persentase
peningkatan PAD adalah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan
jumlah  anggaran  sebesar Rp.B811.891.104,00 dengan  realisasi

Rp.667.331.656,00 atau 82,19%.
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: INDIKATOR 1 : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT |
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Meningkatnya kualitas pelayanan publik adalah salah satu indikator penting
dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung efisiensi
pernerintahan. Kualitas pelayanan publik yang baik dapat memperkuat hubungan
antara pemerintah dan masyarakat, mendorong partisipasi aktf warga, serta
meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan
oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan
penerima pelayanan maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-
undangan yang dapat memuaskan dan atau sesuai dengan keinginan masyarakat
atau pelanggan pada umumnya. Untuk mencapai hal ini diperukan kualitas
pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kualitas
pelayanan adalah kesesuaian antara Laporan Kinerja 2025 harapan dan
keinginan dengan kenyataan, karena bagaimanapun juga hakekat pelayanan
publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat.

Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah saat ini masih banyak menuai
protes oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan pelayanan publik yang diberikan
oleh birokrasi belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat Hal
tersebut ditandai dengan masih adanya berbagai keiuhan masyarakat yang
disampaikan secara langsung atau melalui media masa, sehingga dapat
menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat
fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu
terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publiknya, seperti yang
diamanatkan Undang-undang Momor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Kebutuhan untuk melakukan survey kepuasan publik adalah sebagai upaya
oleh pemerintah atas tuntutan masyarakat akan pelayanan pemerintah yang baik,

sehingga aparatur birokrasi harus berbenah diri secara cepat dan tepat ketika
dihadapkan pada posisi sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat.
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Adapun jenis layanan publik yang dikelola oleh Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar sebagai koordinator pengelolaan

pendapatan daerah sebagai benkut:

T

= T A -

Pajak Hotal

Pajak Restoran
Pajak Hiburan

Pajak Reklame

Pajak Penerangan Jalan
Pajak Air Tanah
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Fajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB)
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BEPHTB)

Berdasarkan
dilaksanakan secara mandiri, Nilai Survei Kepuasan Masyarakat di Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar adalah 88,55 dengan

laporan kegiatan

survel

kepuasan masyarakal

yang

mutu pelayanan A (Sangat Baik).
Tabel 3.11
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
tahun 2023 s.d 2025
Peguiarin o
| AL | fa ] | Pt
Mol ket G _ :
| Copaian | Capaian | ; el an
Taget oaisal " | Taget Resami w | Target Podisii | o
f— e |
"‘*'“"*"::L“‘ el el T e asu | ma |
Tabel 3.12
Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat
Indikator Kinerjia | Realisasi 2025 Target Kriteria
2024 | Target | Realisasi | Tingkat Akhir
Capaian Renstra
(%3 2026
indeks Kepuasan | A(91.22) | A(9550) | A(B855) | 9272 | A(95.55) Sangal |
Masyarakal Memuaskan




a) Faktor Pendorong

Usaha yang telah dilakukan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam

upaya pelayanan kepada masyarakat antara lain :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sistemn Informasi
Badan Pengelolaan FPendapatan Daerah berupaya meningkatkan kualitas
layanan melalui sistem informasi yang lebih transparan dan mudah
diakses oleh masyarakat, Penerapan teknologl informasi memungkinkan
masyarakat untuk melakukan pembayaran secara online, memernksa
kewajiban pajak, dan memperoleh informasi terkait pajak daerah dengan
lebih cepat.

2. Pelayanan di Lokasi yang Strategis
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah telah hadir di mall pelayanan
publik, untuk memudahkan masyarakat yang ingin mengurus/membayar
pajak atau mendapatkan informasi tanpa harus datang ke kantor Bdan
Pengelolaan Pendapatan Daerah. Hal ini meningkatkan kenyamanan dan
kemudahan bagi masyarakat.

3. Penyederhanaan Prosedur dan Persyaratan
Upaya untuk menyederhanakan prosedur dan mengurangi birckrasi yang
berbelit-belit dalam pengurusan pajak daerah dilakukan  untuk
mempercepal proses dan meminimalisir hambatan yang dihadapi oleh
wajib pajak.

4. Pelayanan Ramah dan Cepal
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah berfokus pada pelayanan yang
ramah dan cepat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia
{SDM) di bidang administrasi dan pelayanan publik. Dengan demikian,
proses administrasi menjadi lebih efisien dan tidak menyulitkan

masyarakat.

b) Hambatan
Hambatan dalam mencapai sasaran strategis meningkatnya Kualitas
pelayanan publik antara lain :
1. Sarana dan Prasarana belum memadai




Fasilitas dan infrastruktur yang kurang memadai, balk dari segi fisik
(misalnya gedung, transportasi) dapat memperlambat atau bahkan
menghalangi pemberian pelayanan yang cepat dan efisien.

c) Faktor Antisipatif

Adapun upaya dan rencana tindak lanjut yang dilakukan untuk meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat, dimana pelayanan Pengelolaan Pendapatan

Daerah merupakan bagian penting dari salah satu garda terdepan pemerintah

yang harus melakukan pembenahan secara terus menerus, yaitu .

1. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana yang sudah baik akan terus
ditingkatkan dengan terus memperbaharui sarana dan prasarana yang
dibutuhkan untuk menunjang terselesainya pelayanan secara tepat wakiu,

2 Untuk penanganan pengaduan akan terus ditingkatkan demi kenyamanan,
keamanan dan kelancaran pengguna layanan (Wajib Pajak);

3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan mengikuti pelatihan tentang
pelayanan prima terutama bagi petugas yang bekerja pada bagian front
liner,

Adapun program kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis
tersebut adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota pada bidang Sekretarial untuk mendukung tugas-tugas
penyelenggaraan kegiatan rutin dengan anggaran sebesar Rp.6.348.163.334,00
dengan realisasi sebesar Rp.5.235.884 858,00 atau 82.47%.

- { Meningkatnya kinerja organisasi yang bersih dan
akuntabel

'_._———-h----—l——------

|
: INDIKATOR ; PREDIKAT AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program
dan kegiatan. Akuntabilitas Kinerja adalah amanat dan para pemangku
kepentingan untuk mencapai misi organisasi secara terukur dengan
sasaranftarget kinerja yang telah ditetapkan kemudian dituangkan dalam laporan
kinerja instansi pemerintah yang disusun secara pernodik.
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Kinerja merupakan keluaran atau hasil dan kegiatan/program yang ingin atau
telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
kualitas terukur. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai
dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Sedangkan Indikator
Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan crganisasi dalam mencapai tujuan dan
merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran
tugas dan fungsi organisasi.

Evaluasi dilaksanakan berdasarkan pengukuran pada fahun 2024,
perencanaan kinerja tahun 2024, perencanaan kera tahun 2024 dan hasil dari
penilaian terhadap laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2024. Indikator nilai
Akuntabilitas Kinerja Daerah merupakan indikator wajib pada Badan Pengelolaan
Pendapatan Kabupaten Tanah Datar dimana target yang ditetapkan adalah BB
(sangat baik)

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Tanah Datar dengan nilai sebesar 76,20 yaitu predikat BB
(sangat baik) sesuai dengan Laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja intansi
pemerintah [(AKIP) tahun 2024, Nomor @ 700.1.2.1/133/Insp-TD/2025 tanggal 28
Mei 2025. Hal tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas ditandai dengan mulai
terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki
sistern manajemen kinera yang andal dan berbasis teknologi informasi serta
pengukuran kinera telah dilaukan sampai level eselon dengan nincian penilaian
sebagai berikut :

Tabel 3.13
Target dan Realisas| Sasaran Meningkatnya Kinerja Organisasi
Yang Bersih dan Akuntabel

Eirerjn

tahun 2023 s.d 2025
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Tabel 3.14
Target dan Realisasi Predikat Akuntabilitas Kinerja

Indikator Kinerja | Realisasi 2024 | 2025 (Berdasarkan AKIP 2024) Target Kritena

Target | Realisasi | Tingkat Akhir
Capaian | Renstra
(%) 2026

!
Predikat

75.30 (BB) 74.50 7620 | 10228 | 74.55(BB) Sangat
| Akuntabilitas (BB) (BE) Memuaskan
| Kinerja |

Tabel 315
Rincian Penilaian Berdagarkan LHE

No ~ Komponen Yang Dinilai Bobot |  Nilai |
1 | Perencanaan Kinerja = 30 24,00
2 | Pengukuran Kinerja .'IE'-_II} 21,80
3 | Pelaporan Kinerja _ 15 11.55
4 | Evaluasi Akuntanilitas Internal 25 15.?_5

Nilai Hasil Evaluasi 100 76,20

Tingkat Akuntabilitas Hi_r_r;:_ja_ o BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi AKIF Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah sebagai berikut :
A. Perencanaan Kinerja

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai dokumen jangka pendek
dan telah didukung dengan perjanjian kinerja dar eselon I, lll, IV dan
fungsional/pelaksana. Untuk dokumen perencanaan jangka menengah
tergabung pada dokumen perencanaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Tanah Datar, mengingat Badan Pengelclaan Pendapatan Daerah Kabupaten
Tanah Datar baru terbentuk awal tahun 2023, fungsi pendapatan daerah
sebelum tahun 2023 dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah.

B. Pengukuran Kinerja

Telah dilakukan pengukuran dan pemantauan kinerja secara berkala,
pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).




FPelaporan Kinerja

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar telah
menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024. Laporan kinera telah
menggambarkan informasi tentang pencapaian kinerja dan informasi dalam
Laporan kinerja sudah menjadi kepedulian seluruh Aparatur Sipil Negara.
Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan pada seluruh bidang
dan melalui rapat-rapat internal dan sudah dituangkan dalam bentuk notulen
rapat, serta telah dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja guna pencapaian

target kinena

Berdasarkan hasil evaluasi AKIF Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Datar direkomendasikan kepada Kepala Badan Pengelclaan
Pendapatan Daerah Kabuapten Tanah Datar agar :

1.

Menyesuaikan formulasi perhitungan kinena pada indicator Kinerja Utama
untuk Sasaran Startegis “terwujudnya Peningkatan PAD" yang berbeda
dengan formulasi perhitungan pada Perjanjian Kinera (PK) sehingga indikator
kinerja dan formulasi perhitungan kinerja menggambarkan tingkat kenaikan
PAD.

2, Kedepannya seluruh dokumen perencanaan kinerja dipublikasikan tepat waktu

melalui PPID Tanah Datar.
Membuat mekanisme/SOP Pengumpulan Data Kinerja yang terpisah dengan
SOP Penyusunan Dokumen LKjIP,

Dar rekomendasi tersebut Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah telah

melaksanakan :

1.

Perubahan indikator kinerja utama yang menggambarkan capaian tingkat
kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya;

2. Penyajian laporan kinerja telah mempedomani Surat Keputusan Bupati Tanah

Datar Nomor 100.3.3.2/241/0RG-2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Petunjuk
Teknis Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinera Instansi Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Daerah:;

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah telash mempedomani hasil evaluasi
akuntabilitas kinerja yang dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan
akuntabiltas kinerja serta mendukung efentifitas kinerja pada tahun 2024,
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Adapun program kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis
tersebut adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota pada bidang Sekretanat untuk mendukung tugas-tugas
penyelenggaraan kegiatan rutin dengan anggaran sebesar Rp.6.348.163.334,00
dengan realisasi sebesar Rp.5.235.884 858 00 atau 82 47%.

- { Terwujudnya Inovasi Berkelanjutan

F------_-F“#q—-—-——_———-

: INDIKATOR : INOVASI YANG DIKEMBANGKAN DAN DITERAPKAN
Sesuai dengan Undang-Undang Nomeor 1 Tahun 2024, jenis pajak yang
dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kola adalah :
~ |1 Pajak Bumi Bangunan dan Perkotaan (PBB-P2)
~ | Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTE)
= Pajak Barang Jasa Tertentu
# || Pajak Hiburan
=1 Pajak Air Tanah
» Pajak Mineral bukan Logam

Saat ini wajib pajak terutama PBB-P2 tersebar di seluruh Kabupaten Tanah
Datar (75 nagar dan 395 jorong) dengan jumlah SPPT +220.000 SPPT.

Dengan kondisi wajib pajak tersebar di jorong dan nagari, maka adanya
kesulitan oleh petugas pemungutan maupun waijib pajak membayar tagihan pajak.
Ketergantungan pemerintah daerah terhadap anggaran dana transfer dari
pemenntah pusat sangat tinggi antara 5-12% dar kebutuhan anggaran setiap
tahunnya. Dengan masih tingginya tingkat ketergantungan daerah terhadap dana
transfer dari pemerintah pusat maka setiap pemerintah daerah dituntut untuk
melakukan berbagai inovasi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Untuk itu pemerintah Kabupaten Tanah Datar selalu berusaha untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Dasrah melalui keqiatan intensifikasi dan
ekstensifikasi potensi sumber-sumber PAD:

Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan
FAD adalah dengan melaksanakan inovasi Bajari. Kondisi sebelum adanya
inovasi adalah pembayaran pajak daerah terutama PBB-P2 dipungut oleh kolektor
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yang ada di masing-masing jorong dan nagar wajib pajak. Sernng terjadi
kebocoran pembayaran PBEB-PZ2 seperti oknum kolektor yang tidak menyetor
tagihan PBB-PZ yang telah dibayar oleh wajib pajak kepada Bank. Kondisi wajib
pajak yang tersebar di beberapa kecamatan juga menyulitkan untuk penyebaran
SPPT PBB secara keseluruhan. Sedangkan untuk jenis pajak lainnya, wajib pajak
langsung datang ke Bank untuk membayar kewajibannya. Hal ini menjadi salah
satu hambatan/kesulitan masyarakat untuk membayar kewajibannya, karena Bank
RKUD (Bank Nagan) terbatas kantor pelayanannya.

Kondisi setelah adanya inovasi adalah walaupun inovasi dalam tahap
pengembangan dan masih benalan sampai saat ini, namun dampaknya terdapat
efektifitas waktu, efisiensi biaya dan hemat tenaga. Wajib pajak cuma melakukan
pembayaran melalui aplikasi dimana saja dan kapan saja tanpa harus datang ke
Bank Nagari.

Kebaharuan/Pengembangannya dalam rangka meningkatkan pilihan
metode pembayaran pajak daerah terutama PBB-P2 yang selama ini melalui Bank
Nagari, pada fahun ini inovasi BAJARI dikembangkan dengan pilihan motode
pembayaran melalui e-wallet seperti gopay, tokopedia, shoope, link aja. Wajib
pajak dapat memilih metode pembayaran pajak daerah melalui e-wallet yang telah
dimilikifyang diinginkan.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah telah melakukan koordinasi
dengan Bank Nagari untuk dapat memfasilitasi pengembangan pilihan metode
pembayaran tersebut.

Disamping Inovasi BAJARI yang dikembangkan pada tahun 2023, pada
Tahun 2025, Badan Pengeloclaan Pendapatan Daerah juga membuat inovasi
GERTAK UDA yang merupakan inovasi non digital. Dalam rangka meningkatkan
capaian realisasi pajak daerah dari PBB-P2 dan Opsen PKB serta Opsen BBNKBE,
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah memunculkan inovasi GERTAK UDA
(Gerakan Taat Membayar Pajak Untuk Daerah), Melalui gerakan turun langsung
ke masyarakat secara masif bersama aparatur Pemerintah Kecamatan dan
Pemerintah MNagan/Desa, akan diperoleh informasi yang lebih akurat terkait
permasalahan dalam pemungutan PBB-P2 dan PKB, serta akan didapat data
objek pajak pajak/ wajib pajak PBB-P2 dan PKE yang lebih akurat.
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Tabel 3.16
Target dan Realisasi Sasaran Terwujudnya Inovasi Berkelanjutan

tahun 2023 5.d 2025
e
o (v T |m.. — e
Trges Reiiasi o Teget | Pedind o Tt Rediial | 1..”
Inowasi yang dibemitangtan 1 1 m 1 1 im i | i
s | | |
Tabel 3.17
Target dan Realisasi Inovasi Yang Dikembangkan dan Diterapkan
Indikator Kineria | Realisasi | 2025 Target Kriteria
2024 Target | Realisasi Tingkat | Akhir
Capaian (%) | Renstra
2026
Inovasi yang 1 1 ] 200 1 Sangat
dikembangkan dan | Memuaskan
diterapkan ] -
a) Faktor Pendorong

Usaha yang telah dilakukan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam

upaya pengembangan dan penerapan inovasi -

1. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah telah melakukan koordinasi
dengan Bank Nagari untuk memfasilitasi pengembangan pilihan metode
pembayaran pajak daerah melalui e-wallet seperti gopay, tokopedia, shoope,
link aja,

2. Melakukan pengembangan sistem pengelolaan pendapatan daerah dengan
pihak ketiga Cartenz.

b) Hambatan

Hambatan dalam mencapai sasaran strategis inovasi yang dikembangkan dan

diterapkan antara lain.

1. Kekurangan SDM tenaga IT pengelola sistem/ aplikasi pengelolaan
pendapatan daerah;

2 Kekurangan SDM penilai pajak dan pemeriksa pajak




c) Faktor Antisipatif
Adapun upaya dan rencana tindak lanjut yang dilakukan untuk mengantisipasi
hambatan tersebut, yaitu
1. Usulan rekrutmen dan seleksi SDM ke BKPSDM:
2. Pelatihan dan pengembangan kompetensi SOM.

Adapun program kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis
tersebut adalah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kegiatan Pengelolaan
Fendapatan Daerah, subkegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan
Basis Data Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp.272.771.400.00 dengan
realisasi sebesar Rp 268.914.350.00.

C.  Akuntabilitas dan Realisasi Anggaran

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam Upaya pencapaian
sasaran sirategis yang telah ditetapkan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Datar menggunakan pembiayaan yang bersumber dari APBD
Kabupaten Tanah Datar tahun 2025. Realisasi penggunaan anggaran masing-
masing kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja yang
telah ditetapkan, rata-rata tidak seluruh kegiatan realisasi keua ngannya mencapaj
100%, hal ini berarti Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah
Datar dalam melaksanakan kegiatannya telah menerapkan prinsip efisiensi dan
efektifitas anggaran.

Secara lebih rinci capaian keuangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tahun 2025 berdasarkan sasaran dan indikator yang terlah ditetapkan
sebagaimana tercantum pada lampiran | pada laporan ini. Berikut capaian
program/kegiatan berdasarkan urusan kewenangan Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1. Kegiatan Administrasi Keuangan Pera ngkat Daerah
a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunfangan ASN
Sub kegiatan ini terealisasi berupa pembayaran gaji dan tunjangan 23 ASN,
tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tambahan penghasilan
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berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN dan belanja gaji dan
tunjangan KDHAWKDH dengan
Anggaran sebesar Rp.5.904 718.664.- dengan realisasi keuangan sebesar
Rp.4.847.538.013 - atau 82,10%. Realisasi fisik 100%.

b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD,
Sub kegiatan ini terealisasi berupa penyusunan laporan keuangan SKPD
beserta laporan prognosis semester.
Anggaran sebesar Rp.13.564.000. - dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
11.065.600,- atau 81,58%. Realisasi fisik 100%.

2. Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
Sub kegiatan ini terealisasi berupa pembelian komponen instalasi/ alat-alat
fistrik.
Anggaran sebesar Rp, 2.000.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
1.619.000,- atau 80,95%. Realisasi fisik 100%.

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sub kegiatan ini terealisasi berupa pembelian alat tulis kantor kebutuhan
rutin kantor dan pembelian tinta printer,
Anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
30.704.447 - atau 99, 26%_ Realisasi fisik 100%.

¢. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sub kegiatan ini terealisasi berupa biaya cetak terkait pengelalaan
pendapatan seperti cetak blanko pajak daerah, spanduk dan penggandaan.
Anggaran sebesar Rp.30.000.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
20,148.396 - atau 97.16%. Realisasi fisik 100%.

d. Penyedian Bahan Bacaan dan Perundang-U ndangan
Sub kegiatan ini terealisasi berupa pembayaran biaya langganan surat
kabar/karan,
Anggaran sebesar Rp. 2.000.000.- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
1.820.000,- atau 96,00%. Realisasi fisik 100%.

e. Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sub kegiatan ini berupa pembayaran biaya makan minum tamu.




Anggaran sebesar Rp.5.005.000 - dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
3.887.260 - atau 77,51%. Realisasi fisik 100%.

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sub kegiatan ini terealisasi berupa biaya perjalanan dinas koordinasi dan
konsultasi dalam dan luar daerah.
Anggaran sebesar Rp. 89.670.470,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
B8.699.902 - atau 98,92%. Realisasi fisik 100%.

3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah.
a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sub kegiatan ini terealisasi berupa pengadaan 1 unit laptop.
Anggaran sebesar Rp.15.200.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
15.199.430.- atau 100%. Realisasi fisik 100%.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sub kegiatan ini terealisasi berupa pembelian materai 10.000 dan biaya
pengiriman dokumen pajak daerah,
Anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
669.500,.- atau 66,95%. Realisasi fisik 100%.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sub kegiatan ini terealisasi berupa pembayaran rekening intermet, air dan
listrik kantor selama 12 bulan.
Anggaran sebesar Rp 42.000.000 - dengan realisasi keuangan sebesar Rp
36.603.080,- atau 87,15%. Realisasi fisik 100%.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sub kegiatan ini terealisasi berupa pembelian peralatan kebersihan dan

belanja 1 orang jasa lainnya tenaga keamanan.
Anggaran sebesar Rp.40.248.600- dengan realisasi keuangan sebesar

Rp.32.193.800,- atau 99 66%. Realisasi fisik 100%.




5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sub kegiatan ini terealisasi berupa pembelian Bahan Bakar Minyak dan
Pelumas, pembelian suku cadang kendaraan dinas, pembayaran pajak
kendaraan dinas roda 4 dan roda 2, belanja pemeliharaan kendaraan dinas
dan belanja 1 orang jasa lainnya tenaga sopir.
Anggaran sebesar Rp.129.746.600,00 - dengan realisasi keuangan sebesar
Rp.96.855. 564, - atau 74,65%. Realisasi fisik 100%.

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sub kegiatan ini terealisasi berupa pemeliharaan AC, biaya perbaikan PC,
dan perbaikan printer.
Anggaran sebesar Rp.14.000.000 .- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
12.294 760.- atau 87,82%. Realisasi fisik 100%.

¢. Femeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
Sub kegiatan ini terealisasi berupa pemeliharaan gedung kantor Bappenda.
Anggaran sebesar Rp.20.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
18.485.106.- atau 92 43%. Realisasi fisik 100%.

l.Frogram Pengelolaan Pendapatan Daerah
1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

a. Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah
Sub kegiatan ini terealisasi berupa penyusunan Peraturan Bupati tentang
Peraturan pelaksanaaan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, pencetakan SPPT PBB, dan belanja 1 orang belanja jasa
lainnya tenaga administrasi
Anggaran sebesar Rp.286.668.300- dengan realisasi keuangan sebesar
Rp.273.152.950,00 - atau 95 29%. Realisasi fisik 98%,

b.Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
sera Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Sub kegiatan ini terealisasi berupa kegiatan pendataan serta penilaian PBB-
P2 dan penilaian BPHTB dan belanja 3 orang belanja jasa lainnya tenaga
adminitrasi.

Foettvarant R freilent Pomernnale TLEIP) Bin




Anggaran sebesar Rp.142.883.000 - dengan realisasi keuangan sebesar
Rp.140 853 600 - atau 98,57%. Realisasi fisik 100%.

c.Penagihan pajak daerah
Sub kegiatan inl terealisasi berupa penagihan pajak daerah baik terhadap
wajib pajak dalam daerah maupun wajib pajak luar daerah, serta belanja
orang belanja jasa lainnya tenaga administrasi
Anggaran sebesar Rp.382 329 804, - dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
253.325.106,- atau 66,26%. Realisasi fisik 90%,




BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun 2025 ini
merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja serta realisasi penggunaan
dana selama tahun 2025 dan pelaksanaan program dan kegiatan yang
direncanakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah telah
berusaha memberikan kinerja yang baik melalui program dan kegiatannya secara
efisien dan efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan akan dijadikan sebagai bahan
referensi untuk peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
kedepan. Dalam menggunakan anggaran Badan Pengelokaan Fendapatan
Daerah juga menerapkan prinsip efisien dan efektif sesual dengan kebutuhan
yang terlihal dari capaian realisasi keuangan dari masing-masing kegiatan yang
dilaksanakan untuk mencapal sasaran strategis serta indikator kinerja yang
direncanakan rata-rata disesuaikan dengan kebutuhan tanpa harus mencapai
100% sehingga dana yang masih tersisa dari anggaran yang direncanakan dapat
dikembalikan ke kas daerah.

Komitmen dan dedikasi yang kuat dari pegawai Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar mulai dari unsur pimpinan sampai
level pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi telah bekerja dengan
sungguh-sungguh dan baik sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditetapkan,
hal tersebut dibuktikan dengan pelaksanaan setiap kegiatan dilaksanakan secara
maksimal dalam upaya mencapai target yang telah direncanakan.

B. SARAN

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar
merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pengelolaan pendapatan
diharapkan dapat memberi kontribusi yang nyata terhadap pencapaian sasaran
dan prioritas pembangunan Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan pengukuran
kinerja yang telah dilaksanakan, kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun
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demikian, tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 tersebut
telah sempurna. Upaya-upaya untuk selalu meningkatkan kinerja harus terus
dilakukan demi peningkatan Penerimaan Daerah sehingga visi dan misi Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah pada khususnya, dan visi misi Kabupaten Tanah

Datar pada umumnya dapat diwujudkan.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2028

Dialam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabe!
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

MNarma JASRINALDI SH., 5.50s
Jabatan KEFALA BADAN PENGELOLAAN PENDAFPATAN DAERAH

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama . EKA PUTRA, SE., MM
Jabatan . BUPATI TANAH DATAR

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Fihak Pertama berjanji akan:

1. Bersikap patuh dan loyal kepada Atasan:

2. Berperan aktif dalam mensukseskan seluruh Program Pemerintah:

3. Bersikap transparan, jujur, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas:

4. Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. kolusi dan

nepotieme, serta tidak terlibat dalam perbuatan tercela:

Mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian kinera im dalam rangka

mencapal target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan;

6. Beranggung jawab penuh dalam pencapaian dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut.

Lol

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Batusangkar, 2 Februari 2026

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

o d aﬁm—#x
EL_,_—- —'h
EKA PUTRA JASRINALDI SH. 5.508

NIP. 19671130 199202 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

NQ. SASARAMN STRATEGIS INDIATOR KINERJA TARGET 2026
1. | Menungkatnya pendapatan | Rasio PAD ierhadap Total o
asli daerah Pendapatan/Derajal Otenomi 17.57%
Fiskal
Rasio Pagak Daerah terhadap 0.23%
PDREB
2. Meningkatnya kuaklas Nilai Survey Kepuasan
pelayanan publik  Masyarakat (SKM) 85,55
3. | Meningkatnya kinera | Nitai Evaluasi Akuniabiltas
arganisasi yang bersih dan Kinerja Perangkat Dserah 74 55
akuntabel '
i 4 Terwwjudnya Inovasi T Inovasi yang dikermbangkan dan
i arkelanjutan | diteraphan 1
T Bl ) - |
PROGRAM /| KEGIATAN ANGGARAN
JUMLAH AMGGARAN Rp TO9E 823 254 |
', | Program penunjang urusan pemerimtahan Daerah | =
Kabupaten/ota Rp 5.483.513.858
2.1 F'H:IEI‘EI'I"I Pﬂﬂgﬂdﬂlﬂiﬂ Pundapatan Daerah HP 1,144 407 .21 E‘{

Batusangkar, 2 Februan 2026

BUPATI TANAM DATAR, KEFALA BEADAN PENGELOLAAN

ol

EXA PUTRA

PENDAPATAN DAERAH |

e

JASRINALDI, SH.. 5508
NIP 19671130 199202 1 002




PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

fuut BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Jin. Sultan Alam Bagagarsyah Pagansyung
BATUSANGEKAR

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

RABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR : Q00803 o5 /BAPPENDA-202

TENTANC

FERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025 - 2024

KEPALA BADAN PENGELULAAN PENDAPATAN DAERAH

Menimbang

Mengingal

KABUPATEN TANAH DATAR

a. bahwa Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran

keberhasilan  pencapaian  tjuan  dan sasaran
slrategis arganisasi;

- bahwa  dalam rangks  meningkatkan clektivitas,

akuntabilitss, dan  keselarasan kinerja  orgunisasi,
perlu dilakukan penyesuaian sasaran dan indikator
sasaran terhadap Indikator Kinerja Utama:

- babwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagrimana

dimaksud pada hurul a dan  huruf b, periu
menetapkan Perubahan Keputusan Kepala Badan
Pengelolaan Pendapatan Dacrah tentang  [ndikator
Kinerja Utama Tahun 2025-2029,

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang

FPemerintahan Daerah (Lembaran Negarn Republik
Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sehagaimana telah diubah beberapn kali, terakhir
dengan  Undang-Undang  Nomer 9 Tahun 2015
tentang  Perubshan  Kedua atas Undang Undang
Nomor 23 Tabun 2014 fentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20105
Numor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S5709),;

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 20249 tentang
Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barai
(Lembaran Negara  Republik Indoncsia Tahun 2024
Nomor |58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6973

. Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instunsi Pemerintah
{Lembaran Negars Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembsaran Nepgars Normaor AE14);

4. Peraturan. .
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LEMBARAN KETIGA KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
RABUPATEN TANAH DATAR

CHM0LE.G6.3) o6 JBAPPENDA-202O

TANGGAL - & Januar 2026

KETIGA » Segala baya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan
ini dibebankan pada Anpparan  Pendapatan  Belanga
Daerah Badan Pengelolsan Pendapatan Daerah Tahun

Anggaran 2026,

KEEMPAT v Keputusan imi mula berlaku sejak langgal dilctapkan
dan akan ditinjau kembali apabila terdapatl kekeliruan di

kemudian hari

[ PaalHeram

=

|r SeRretans

Kasumnpeg
Peidhsana

k
A

Tembuasan

Diterapkan di Batusangkar
Pada tanggal  $  Januari 2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

M.._Mjﬂﬂl
NIP 19671130 199202 | 002

Pembina Utama Muda, v/ie

l. ¥th. Bapak Bupati Tanah Datar i Batusangkar

4. Yih. Bapak Wakil Bupali Tanah Dar

ar di Batusangkar
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